
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daeruh Kota Besar dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, .Jawa Barat dan Daerah 
ls timewa Yogyakarta; 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 rcntang Keuangan 
Negara (t.embaran Negara Republik Indonesia Tahur; 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undarig-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndone~ia °T.ahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran 
Nugara Rt:ipublik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2441 Tambahen Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimaria t.elah diubah 
bcbcrapa kali, tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 
Tuhun 2014 tentang Pemerintah Dacrah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 'I'arnbhan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor G679); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pcrimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat Dan 
Pernerintnhun Dnerah (Lemburan Negara Republik Indonesia 

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTJ\NG 

PROVINS! JAWA TENClAH 

PERATURAN WALTKOTA 81-4:MARANG 
NOMOR 10 TAHUN 2015 

WAL I KU'l,A S ~: MA.l.l.A .. N G 

Mengingat 

") ·-· ;, ... 

WALIKOTi\ SEMARANG, 
Mcnimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi pelaksanaan pencaratan asct 

letup pada Kebijakan Akuntansi Pcmcrintah Kota Semarang 
yang berbasis akrual, agar lebih berdaya guna dan berhasil 
guna maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 
2014 perlu ditinjau kembali; 

h. ba hwn berdasarkan pertimbangan sebagalmana tcrscbut 
diatas, muku perlu dibentuk Perubahan Peraturan Walikuta 
Semarang Nomor 32 Tahun 2014 ten tung Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kata Semarang; 

PERUBA.HJ\N J\TJ\S PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTAN8T PF~Ml-4~RINTAH KOTA SEMARANMG 



Tahun 2004 Nomor 126t Tambahan Lernbaran Ncgar-a 
Republik Indonesia Nornor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 teritang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
3079); 

7. Peraturan Pcmcrintah Nomor 50 Tahun 1992 ten tung 
Pernbent.ukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten 
Dacrah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, .Jepara, 
dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Dacrah 
Tingkat I Jawa Tengah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89); 

8. Pcraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 'Tah un 2005 Pengelolaan 
Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik lnc.h.>m.:t;i;,:1 
Tuhun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Neguru 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Talrun 2010 lcnt.ang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerint.ah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5533); 

/1 

12. Pcraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 13 Tnhun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali ter~khir dengan 
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 'I'ahun 2006 tentang Pcdoman Pcngclolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tnhun 
2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Numur 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerinta.han 
Berbasis Akmal Pada Pemerintah Daerah; 

15. Pcraturan Daerah Kota Semarang Nornor 11 Tahun 2006 
Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah 
[Lernbaran Dacrah Kota Semarang Tahun 2007 Nornor 1 Seri 
E, Tambahnn Lernbaran Daerah Kuta Semarang Numur 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daeruh Kula 
Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Perat.ura n Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, 
Tambahan Lembar Daerah Kata Semarang Nornor 83); 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota Semarang ini dengan mencmpatkannya dalarn Berita Daerah Kota 
8~mar.R.ng, 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2014. 

Ketent.uan Kebijakan Akuntansi Nornor 14 Akuntansi Aset Tetap, sebagaimana 
tercantum dalarn larnpiran Peraturan Walikoti1 Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang (Betita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2014 Nomor 32), diubah dengan perubahan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini 

Pasal I 

Menetapkan : PERA.TORAN WALIKOT.t\ TENTANG Pr~RUHAl·IAN ATAS 
PERATU ~AN WALIKOTA SEMARANG NOMOl{ 32 TJ\HUN 2014 
TENTANG KEBTJAKAN AKUNTANSl PEMERINTAH KO"rA 
SEMARANG. 

MRMU'T'USKAN: 

17. Pc~T"Hf1Jnm W~hkota s~mara.11.g Nornor 32 'T'H_hun 2014 
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang 
(Bcrita Daerah Kota Semarang 'l'H.l1ur1 ?,014 Nornor 32) 

16. Peraturan Daerah Kota. Semarang Nomor 5 Tahun 2007 
ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran DaP.rH h 
Kota Semarang Tahun 200'/ Nomor 11 E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8); 

2015 
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DEFINISI 
4. Istilah dan pengertian terkait kebijakan akunt.ansi aset tetap sebagai berikut: 

~1. Asef. ndulrrh: 
Surnber daya ekonomi yang dlkuasai clan/atau dimiliki olch pcrnerintah 
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 
dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat dipcrolch oleh 
Pernerin ta h Kota Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang 
termasuk sumber daya nonkeuangan yang dlpcrlukan untuk pcnycdiaan 
ja:,;n bogi rna syaruk»! umum dun sumbcr-sumbcr daya yang dipelihara 
k.areria alesan sejarah dan budaya. 

b. Nilai wajur adalah: 
Nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang 
memahami clan berkeinginan unluk rnelak.ukan trarrsaksi sccara wajar, 

3. Kebijakan ini mengatur pcrlakuan akuntansl aset tetap Pernerintah Kota 
Semarang yang meliputi deflrnsi, p~ngalornn, pt·!r1guktff:rn, dan 
pengungkapan aset tetap. 

Ruang Lingkup 
2. Kebijakan in] dlterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalarn laporan 

keuangan unt.uk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis 
akrual untuk pengakuan poa-pos aset, kewajiban , clan ekuitas dana, 
Kebijakan mi diterapkan untuk entitas akuntansi/ entltas pelaporan 
Pemerintah Kota Semarang, tetapi tidak termasuk perusahaan daerah, 

PF;NDAHULUAN 
Tujuan 
1. Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap adalah unt.uk mcngatur pcrlakuan 

akuntanst untuk aset tetap do.n pengungko.po.n informasi penting Iainnya 
yang harus disajikan dalam laporan keuangan. 

KEBIJJ\KAN J\KUNTANSI N0.14 
AKUNTANSI ASET TETAP 

LAMPI RAN 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR : 10 'I'ah un 2015 
TENTANG: 
PERUBAHANATASPERATUR.i\N 
WALTKOTA SEMARANG NOMOR ~2 
TAHUN 2014 TENTANG KEBI,JAKAN 
AKUNTANST PEMERINTAH KOTA 
SEMARANG 

t • J1 
11 

I 
1 
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Tan ah 
6. Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tnnnh yang dirniliki ntau 

diperolch dengan maksud untuk dlgunaka» dalnrn kegiatan operasional 

Klasifikasi Aset Tetap 
5. Aset Tetap terdiri dari: 

a. Tanah, 
b. Peralatan dan Mesin, 
c. Gcdung dun Bangunan, 
d. ,Jalan, Irigasi, dan .Jaringan, 
e. Aset Tetap Lainnya, 
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan. 

c. Asct tetap adalah: 
Asct berwujud yang mernpunyai mnsa manfaat lebih dari 12 (dun belas) 
bulan untuk digunnknn atau dimaksudkan unl uk digunakan dalam 
kegiutan pcmcrintah daerah 1:1 LH u dtrnanfaatkan oleh masyarakat um um. 

d. Biaya perolehan adnluh: 
.Irrrnlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan 
lain yang diberikan trntulc mcmpcroleh suatu aacl. pada saat perolehan 
atau konstruksi ~ampai dengan aset tersebut dalarn koridisi don tempat 
yang slap untuk dipergunakan, 

e. Masa rnanfaat adalah: 
Poriode suatu aset yang diharapkan bisa digunakan untuk aktivitas 
pernerintahan dan/ atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau 
unit serupa yang diharapkan dipcroleh dari aset untuk aktivitns 
pemerintahan dun/ atan pemerintahan publik, 

f. Nilai Sisa adalah: 
Jumlah neto yang diharapkan bisa diperoleh pada akhir masa manfaat 
suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. 

g. Nilai tercatat aset adalah: 
Nilai buku asct y,mg dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelali 
dikurangi akumulasl penyusutan, 

h. Bangunun Permanen adalah: 
Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan 
dinyatakan leblh dari 25 Tahun 

i. Bangunan Semi Permanen adalah: 
Bangunan yang dil.injau dad isegi konstrukai n,c;i,n urnur lmngunan 
dinyatakan antnra 10 sampai dengan 25 Tahun 

j. Bungunan Da rrrrat adalah: 
Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan 
dinyatakan antara O sarnpai dengan 10 Tahun 

k, Penvusutan adalah: 
Alokasi yaug sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan 
seluma masa manfuut aset yang bersangkutan, 

. . I . . . 
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Pengukuran Peralatan dan Mesin 
13. Biaya pcrolchan pcralatan dan mesin menggambarkan jumluh pengeluaran 

yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut 

Pengakuan Peralatun dun Mesin 
12. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti 

bahwa hak/ kepernilikan telah berpindah. 

Peralatan dan Mesin 
11. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat 

elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang 
nilainya signifikan dan masa rnanfaatnya Iebih dari 12 hulan dan dala.m 
kondisi siap pakai, Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat berat, 
alat ungkutun, alat kedoktcran, alat kcmunikasi dan lain sebagainya, 

Pengungkapan Tarrah 
10. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang 

digunakan, informasi pcnting lainnya sehubungan tanah yang tercantum 
dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuiaisi tanah bila ada, 

Pengukuran Tanah 
9. Tan.ah diakui pertama kali sebesnr biaya perolchan, Biaya pcrolehan 

mcncakup harga perolehan atau biaya pembcbasan tanah, biaya yang 
dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pernatangan, 
pengukuran, penirnbunan, clan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai 
tanah tersebut siap pakai, Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan yang 
terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tersebut 
dimuksudkan untuk dimusnahkan. · 

Pengakuan 'I'anah 
8. Pengakuan tanah di hmr riegeri sebagal asct tctap hanya dimungkinkun 

apabila perjanjlan penguasaan dan hukum serta perutidang-uridangan yang 
berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada 
mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen, 

Pernerintah Kota Semarang dan dalam kondisi aiap digunukun. Dulurn ukun 
tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dun 
jaringan. 

7. Tidak seperti institusi non pemerintah, Pemerintah Kota Semarang tidak 
dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/ atau penguasaan 
tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hnk pengeloluan, dan hak atas tanab 
laiuuya ya.ug dimungkinkan oleh peraturan pcrundang-undangan yHng 
berlaku. Oleh karena itu, setalah pernle'ha n xwal tan8h, Pemerlntah Kota. 
Semarang tidak memerlukan biaya untuk rncmpertahankan hak atas tanah 
tersebut, Tariah mernerruhi definisi asct tctap den harus diperlakukan 
sesuai dengan prtnsip-prinaip yang ada pada kebijakan ini. 

• I ,• 
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.Jalan, Instalasi dan Jaringan 
19. .Jalan, lnstalaal dan jaringan rncncakup jalan, iri~afii, dan jaringan yanP, 

dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam 
kondisi yang siap dipakai. .Jalan, instalasi, dan jaringan tersebut digunakan 
dalam kegiatan pemerintahan juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 
Terrnaauk dalarn klasifikaai jalan, jaringan dan irrstalaai adalah jalan raya, 
jembatan, bangunan air,instalasi air bersih,instalasi pembangkit listrik, 
jarlngan air mlnum.jarlngan Ilstrlk dan jarlngan telcpon. 

Pengungkapa.n Gedung dan Bangunan 
18. Dalarn Catatan atas Laporan Keuarigan, drungkapkan daaar periilninn ynng 

digunakan, informasl penting lainnya sehubungan dengan gedung dan 
bangurian yang tcrcaritum dalarn rieraca, serta jumlah korniunen untuk 
akuisisi gedung dan bangunan apabila ada. 

Pengukuran Gedung dan Bangunan 
l 7, Biaya perc,,lehan gedung rh-i,n h;-i,ngunan menf.gaml1ark~1,n sehtri.th hi;,1y~-1. ym,K 

dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, 
Biaya ini anlara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, 
termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak, 

Pcngakuan Gcdung dan Bangunan 
16. Gcdung dan Bangunan diakui pada eaat ditcrima atau discrahkan hak 

kcpcmilikannya dan/ atau pada saat pcnguasaannya berpindah scrta telah 
siap dipakai. 

Gedung dan Bangunan 
15. Gcdung dan bangunan mcncakup scluruh gcdung dan bangunan y;:t.ug 

dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan 
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan 
bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; 
bangunan menara; dan rambu-rambu. 

Pengungkapan Peralatan dan Mesin 
14. Dalam Catoren ates Laporan Keuangon, dlungkapkan dssar penllalan yang 

digunakan, informasi penting lairmya sehubungan dengan peralatan dan 
mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi 
peralatan dan mcsin apabila ada. 

sampai siap pakai. Biaya ini antara lain rneliputi harga pembelian, biaya 
pengangkutan, biaya iriatalaai, scrta biaya langsung lainnya untuk 
mcmpcrolch dan mernperaiapkan sarnpai peralatrm cfan rneain ler!'-;l~bul !'-;li~p 
digunak:an. 
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Aset Bersejarah (Heritage Assets) 
27. Kebijakan ini tiduk mengharuskan Pernerintah Kota Semarang untuk 

mencantumkan aset bersejarah (he1itage assets) di neraca namun aset 
Leruel.iut. hur us diurigkapkan dalam Catatan atas Laporan Ketiangan. 

Pengungkupun Aset Tetup Lainnya 
26. Dalarn Ca.ta.tan atas Lapcran Keuangan, diungkapkan dasar pcnilaian yang 

digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset teto.p 
lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk 
akuisisi aset tetap lainnya apabila ada. 

Pengukuran Aset Tctap Lainnya 
25. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. 

Pcngakuan Aset Tetap Lainnya 
24. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat diterima atau diserahkan hak 

kepernilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah 
siap dipakai. 

Aset Tetap Lainnya 
23. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke 

dalam kelompok aset tetap di atas, yang dipcrolch dan dimanfaatkan untuk 
kcgiatan opcrasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Axe]. 
tetap lainnya di neraca antara lain mcliputi koleksi perpu:sh~kuun/ buku dun 
barang bercoruk seni/h1Jd~yH, 

Pengungkapan .Jalan, Instalasi dan Jaringan 
22. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yc:Lng 

digunakan, informasi penting Iairmya sehubungan dcngan jalan, irigasi dan 
jaringan yang tcrcantum dalam neraca, serta jumluh komitrnen untuk 
akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada. 

Pengukurnn .Ialan , In stalas] dan -Jaringan 
21. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh 

biaya yang dikeluarkan rmtuk memperoleh jalan, jaringan, dan inatalasi 
sumpai siup pakai, Biaya ini mcliputi biaya pcrolehan atau biayu koristr'uksi 
dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, [aringan, dun Instalasi 
tersebut siap pakai. 

Pengakuan Jalan, Instalasi dan Jaringan 
20. Jalan, Instalasi dan Jaringan diakui pada saat diterima atau diserahkan 

hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaunnya herpinduh serta 
l~hJh SlHfl dipakai. 

I 'if 
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33. Beberapa aset bersejnrah jugH mernberika n 110len~i rr1~nr~al lainnya kepada 
Pemerintah Kota Semarang sclain nilal sejnrah nya, ?-·a~hr1er1i r.nntnh 
bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Unt.uk kasus 
tcrscbut, asct ini akan ditcrapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset 
tetap lainnya. 
Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada 
karakteristik sejar-ahriya, sebagai contoh monumen dun reruntuhan (ruins). 

:..tJ. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus 
dibebankan seuagai belanja tuhun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya 
terse but termasuk scluruh biaya yang bcrliingKung un Luk menjadikan asel 
bersejarah teraebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode 
berjalan. 

~11. Aset bersejarah narus di$ajikan dalarn bentuk unit, misalnya jumlah unit 
kolcksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. 

30. Pernerintuh Kota Semurnng mungkin mempunyai banyak aact bcrscjarah 
yang diperoleh selarna bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam 
termasuk pembelian, donasi, warisan, rarnpasan, ataupun sitaan. Aset ini 
jarang dikuasai dikarcnakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan 
aliran kas masuk, dan akan mempunyai rnaaalah aoaial clan hukum bila 
mernanfaatkannya untuk tujuan tersebut. 

29. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan clalam waktu 
yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan pcraturan 
perundang- undangan yang berlaku. 

d. Sulit untuk mengesttmasikan masa rnanfaatnya. Untuk beberapa kasus 
dapat mcncapai ratusan tahun, 

28. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bcrsejarah dikarenakan 
kepentingan budaya, lingkungan, dan seiarah. Contoh dari aset bersejarah 
udulah bangunan berseiarah, monumcn, tcmpat-tcmpat purbakala 
(archaeological sites) aeperti candi, dan karya seni (works of art). 
Karakterisiik-k._uaklt!I'itilik ui buwul i irri Nerirt~ diurt~~up ~.:lebugui ciri k hus 
dari suatu aset berscjarah. 

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin 
secara pcnuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdusurkun harga 
pasar. 

b. Peraturan dan hukum yung berluku melnrang atnu membatasi secara 
ketat pelepasannya untuk dijual. 

c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama 
waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun. 
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40. Pengeluaran-pengeluaran yang diklasifikasikan R~l>i.-lgai BHPK 
a. Pcngeluaran-pengcluarun peralatan dan rnesin (KIB H) kurang dari atau 

sarna dengan 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rnasa manfaat 1ebih 
dari 1 tahun untuk pengadaan barang rl:=ilam bentuk satuan 
diklasifikasikan sebagai BHPK dan dicatat tersendiri. 

b. Pengeluaran-pengeluaran diatas 300.000 (tiga ratua ribu rupiah) yang 
bisa dlkategorikan sebagai barang pecah bclah dan rawan hilang 
diklasifikasikan sebagai BHPK dan dicatat terseridiri. 

39. Pengakuan Nilai Minimal Aset 'l'etap 
Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetup meliputi : 
Pengeluaran untuk per-saruan peralatan dan mesin yang lebih dari 
Rp.300.000 (tig.1. ratus ribu rupiah) dianggap aset letup. 

J8. saat perigakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti 
bahwa telah terjadi perpindahan hak kcpcmilikan dan/ atau penguasaan 
secara hukum. Apabila perolchan aset tetap belum tlidukung dengan bukti 
secara hukum dikarenakan masih adanya suaru proses adrninistrasi yang 
diharuskan, seperti pemhelinn tanah yang masih harus diselesuikun proses 
jual bcli [akta], rnnka asct tctap tcrsebut harus diak ui pada saat terdapal 
bukti bahwa pcnguasann atas aset tctap tersebut tclah berpindah, rnisalnye 
telah teriadi pernbayaran dan periguaaaan atas sertifikat tanah dari pemilik 
scbclumnya. 

37. Aset Daerah diakui olch Pemerintah Kota Semarang bahwa telah terjadi 
perpindahan hak kcpemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum atau 
tidak menimbulkan persoalan di kernudian hari, 

36. Pengakuau aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau 
discra h k.rn hak kcpem ilikurmya dan/ a tau pada saat pen~uo.:snannya 
berpindah, 

35. Tujuan utarna darl perolehan asct tetap adalah untuk digunakan oleh 
Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung kegiatan operasionalnya, 
tetapi tidak ditujukan untuk dijual. 
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Pengakuan A set Tera p 
34. Untuk dupat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus bcrwujud ch--1.n 

memenuhi kriteria: 
a. Mempunyai masa rnanfaat lebih dari l?. (dua belas] bulan; 
b. Biaya perolchan aset dapat drukur secara andal; 
c. Tidak dirnaksudkan untuk dijual dalam opernsi normal cntitas: 
d. Diperoleh atau dibungun dengan maksud untuk diguriakan: dan 
e. Aset terscbut mernbutuhkan belanju pemeliharaan. 

I 1 \ ·1 • II T 



48. Suatu ase! tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Semarang sebagal 
hadiah atau dcnasi, contohnya tanah rnungkin dihudiuhkan kc Pcrncrintah 
Kota Semarang oleh pcngembang (developer) dengan tanpa nilai yang 
memungkinkan Pernerintah Kota Semarang untuk mernbangun tempat 
parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin 
diperoleh tanpa nilai melalui pengirnplcmentasian wewenang yang dimiliki 
pemcrintuh, contohnya dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, 
Pernerintah Kota Semarang rnelakukan penyitaan atus sebidang tunuh dan 

4 7. Bila a set tctap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset terse but adalah 
sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. 

Penilaian Awal Aset Tetap 
46. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasl untuk diaku! sebagai suatu 

aset clan dikelompokkan scbagai ;-iset tetap, pada awalnya hnrus diukur 
berdasarkan biaya perolchan, 

45. Biaya pcrolehan suatu aset tetap terdiri dari harga bclinya atau 
konstrukainya, termasu k bea impor clan sctiap biaya yang dapat 
diatribusiknn secara langsung dalarn rnembawa aset tersebut ke kondlsi 
yang rnernbuat aset teraebut dapat bekerja untuk pcnggunaan yang 
dimaksudkan. 

44. Biaya perolehan adalah jumlah kaa arau setara kas yang dibayurkan atau 
nilui wajar imbalnn lain yang diberikan urrtuk memperoteh suatu aset pada 
scat perolchan atau konsu-uksi sampal dengan asct tersebut dalam kondisi 
dan tempat yang siap untuk dipergunakan, 

43. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi 
biaya Iungsung untuk tenaga kerja, bahan ba ku, dan biaya tidak langsunj; 
terrnnsttk biaya perencanaan dart pengawasan, perlengkapun, tenaga Ilstril, 
sewa peralatan da n sernua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan 
pembangunan aset tetap tersebut. 

42. On lnrn kcadaan suatu ~~Kt'!l vung dikooslruksi/ dibungun scndirl, suatu 
pengukuran y:mp.; dal-'~L diandalkan alim biaya dapat diperoleh rlrrri 
trunsaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan 
baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses 
konstruksi. 

Pengukuran Aset Tetap 
41. Aset tetap dinilni dcngan biaya perolehan. Meskipun begitu, apabila 

penilaian aset tetap dengan menggunaknn biaya perolehan tidak 
memungki n kt-tu, rnaka nilai aset ternp didasarkan pada nilui wujar pad a 
saat perolehan. 
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Pengeluaran Setelah Perolehan ( Subsequent Expenditures) 
55. Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap sernua pengeluaran 

untuk mernperolch aset tetap hingKH siap pakai, untuk meningkatkan 
kapaaitaa/efisiensi, clan ntau mcmperpanjang urnur teknisnya dalam 

54. Apabila perolehan aset tctap memenuhi kriteria perolehan aset donaai, 
make perolehan tersebut dapat. diakui sebagal pendapatan Pernerintah Kota 
Semarang dan jumlnh yang sama juga diakui sebagai bclanja modal dalarri 
lapora n realisasi anggarun: atau disnjikan di Neraca aesnra i dengan aact 
dona si yang dlter-irna dcngan penjelasan pudu Catatan utaa Laporari 
Keuangan. 

53. Tidak tcrmasuk aset donasi apablla penycrahan aset tetap tcrsebut 
dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kota 
Semarang. Scbagai contoh, satu perusahaan swasta membangun risP.t tetap 
trnt.uk Pemerintah Kota Semarang dcngan persyaratan kewajibannya 
kepada Pernerintah Kata Semarang tcluh dianggap selesai. Pcrolehun QSCt 

tetap tersebut harus diperlakirkan sepertl perolehan aset tetap dengan 
pcrtukaran, 

Aset Donasi 
51. Aset tctap yang diperoleh dari surnbangan (donasi) harus dicatat sebesar 

nilai wajur pada saat perolehan. 
G2. Sumbangan aset tetnp clidcfinisikan sebagai trunnfer tanpa persyaratan 

suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonperncrintah 
memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit 
Pemerintah Kota Semarang tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset 
tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan 
kepemilikannya secara hi ikum, seperti adanya akta hi bah. 

Pertukaran Aset ( Exchange of Assets ) 
50. Suutu asct tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran 

sebagian aset terap yang tidak serupa atnu aset lalnnya, Diaya rla ri pos 
semacam itu dirrkur berdaaa rkun nilai wajur aset yang diperoleh, yait.1~ nilai 
ekulvalcn atas nilal tercutat asct yang dilepas Bl'!f.~IHh disesuaikan dengan 
jumlah setiap kas atau setara kas yung ditransferj'diaerahkan. 

Perolehan Secara Gabungan 
49. Biaya perolehan dnri masing-masing asel Letup yang diperoleh sec:-.trn 

c:::i. b ungun di ten tukan dengan I ru: ri galokasikan liarga ga bungan terse but 
berdusarkan perbandingan nilai Wt.1jFu- masing-mastng ai:;et yang 
bersangkutan. 
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bangunan yang kemudian akan digunakan scbagai ternpat cperasi 
pemerintahun, Untuk kedua hal di utas asct tctap yang diperoleh barus 
dinilai berdasarkan riilni wajar pada saat dipcroleh. 



62. Pemerintah Kota Semarang dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan 
batasan minimnl jumlah biaya yang dikapitallsasl (~upilalization thresholds) 
dan bersifat scragarn untuk seluruh entitas akuntansi/ entitaa pcla purun di 
lingkungan pemerintah kota Semarang. Batasan minimal jumlah biaya yang 

61. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang digunckcn untuk 
perbaikan atau pcmelihuruun Asct Tctap yang ditujukan untuk 
rnernulihkan atau mernpertahcrikan economic l.,~1wfit a.tllU vuLt:u~i ~~rvfoe 
atas asct dimaksud d(Jri pcrfnrma stander yang diharapkan diperlakukan 
sebagai beban pengeluaran (expenses) pada periode dimana beban 
pengeluaran terscbut terjadi. 

60. Pcrtambahan volume us~l adalah bcrtarnbahnya jumluh utau satuan 
ukuran :-.tKl-!l. yang sudah arla. S~bagai contoh rnisalnya scbuah gedung 
kantor dcngan luas 200 m:..! diitumbah nm ngan dengan luas 1 UU rn-' 
sehinggn Iuns gedung kantor menjadi 300 m2• 

5Y. Peningkatan kualitas aset adalah bertarnbahnya kualitas dari Asel Tetap 
yang sudah ada. Scbagai contoh misalnya jalan ya.ng masih berupa tanah 
ditingkatkan oleh pemerintah mcnjadi jalan aspal. 

58. Pcningkatan kapaaitas adalah bertambahnya kapasitas produksi atau 
mcngernbalikan kc kupasitas produksl normal karenu udanya 
perbaikarr/ pemetiharaan tcrhadup aset tetap yang sudah ada, Sebagai 
contoh mtsalnyu mesin foto copy mempunyal kapasitaa produksi sebesar 
5.000 lembar dan sudah terpakai sebesar 4.000 lembar sehingga masih 
terdapat sisa kapasitas produksi 1.000 lembar. Selanjut.nya dilakukan 
pemeliharaan yang mengernbalikan kapasitas produksi mesin foto copy 
menjadi 5.000 lembur Iagi, 

57. Pertambahari musu rnanfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang 
diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ads dikarcnakan adanya pcrba ikuri 
a tau pemeliharaan. Sebagai contoh misalnya sebuah gt:d ung yang semula 
mernpunyai eisa umur ekonomla 10 Lah1.m) kemudlau pernerintah 
mclakukan renovasi dcngan harapnn gedung tersebut masih dapat 
digunakan 5 tahun lagi, Dengan adanya renovasi tersebut maka umur 
gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. 

rangka menumbah nilai-nilai aaet tersebut, 
56. Pengeluaran serelah pcrokhan awal suatu Am~t. Tetap dapa.t 

dikapitalisaeikan pada nilai aaet apabila merncnuhi persyaratan sebagai 
bcrikut: 
a, Pcngcluaran tersebut uu.ugakibatkan bcrtambahnya masa mantuut. 

kapaaitas, kuulitas. dan volume aset yang tclah dirrriliki: dan 
b. Penacluaran tersebut merncnuln butusun minimal nilai kapitaliaaei /\~t"d 

Tctap/ aset lainnya. 
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64. Pengehraran yang dikupitulisaai dapat dirlnci sebagai berikut : 
a. Pengadaan Tanah meliputi biaya pcmbebasan, pembayaran honor tim, 

biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan biaya 
jasa konaultan. 

b. Pernbelian Peralatan dan Mesin sampai siap pakai meliputi harga ba rang, 
ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pernasangan dan biaya sclama uji 
coba. 

c. Pembuatan I 'cralatun dan Mesln 
1) Melalui Kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditarnbah 

biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa 
konsultan. 

2) Bccara 8wnkelola berupa biaya Iangsung dan t.iduk langsung sampai 
s;ap pakai mellputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa 
pcralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, blaya 
pengosongan dan pembongkaran baugunun lama. 

d. Pembangunan Gedung clan Bangunan 
1) Melalui Kontrak bcrupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan 

dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan 
dan pembongkaran bangunan luma, 

2) Secara Swakclol;:J be+upa biaya langsung dan tidak lurig~ung sampai 
aiap pakui meliputi biaya bahan balm, upah tcnaga kerja, sewa 
peralatan, biaya perencariaan dan pengawasan, biaya pcrizinan, biaya 
pengosongun dan pcmbongkaran bangunan lama. 

e. Pcmbangunan Jruan/Irigafii/.Jar1ngnn meliputl : 
1) Melalui kont.rak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan 

pengawasan, biaya perizinan, ji=i~H koneultan, biayn pengosongan dan 
pembongkaran bangunan yang ada di aw.is tanah yang di peruntukkan 
untuk kcpcrIuun pembangurian. 

2) Secara Swakelola berupa blaya langsung dan tidak langsung sampai 
aiap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tcnaga kerja, ~P-WA 

peralatan, biayn perencanaan dan pengawasan, bia.yu perizinan, biaya 
pengosongan dan pernbongkaran bangunan yang ada di atas tanah 
yung diperuntukkun untuk kcpcrluan pembangunun, 

f. Pembangunan/ Pembuatan Aset Te tap Iainnya 
1) Melalui kontrak, biaya pcrencanaan dan perigawasan, dan biaya 

perizinan. 
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.Jenis - .Jenis Pengeluuran Yang Dikapitalisasi 
6:), Pengeluaran yiJr1g dikapitalieasl dilakukan tcrhadap biaya biaya yang 

dikeluurkan dalam rangka perolehan aset tctap sarnpai dengan aset tetup 
tersebut siap untuk dioperasionalkun terhadap pcngadann tanah, peralatau 
dun mesin. pcmbangunan gedung dun bangunan, pembangunan 
jnlanyjaringan, R<!rl;i n!Set tetap lainnya. 

harus dikapitalisasi (capitalization thresholds) tersebut diterapkan secara 
koriaiaten dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 



Maka cara alokaai biaya dan pengalokasian sebagai berikut : 
• Kornputer: 

Belanja Pegawai = Rp.3 Juta x 15 Juta = Rp.1.285.714 
35 .Juta 

: Rp.35 Juta 
: Rp.15 -Juta 
: ~p.20 -Juta 

• Belanja Modal 
o Komputcr 
o Kcndaraan Bermotor 

: Rp.0,5 Juta 
: Rp.O, 75 Juta 

• nelunjn Barang dan -Jaea : 
o ATK 
o Perjalanan 

b) DPA SKPD yang dalam pengajuan kegiatannya scbagaimana pada point 
a) namun belanja modalnya lebih dari satu belanja modal maka bclanja 
pcgawai, barang dan jusu dia Iribuaikan dan A lokaaikan pada masing­ 
musing belanja modal dengan mctodc Joint Cu~t ~~c~1.ru proporsional 
sexuai rlengan be!l:lar kecilnya komponen maeing-maslng belanja modal. 
Sebagai contoh Penerapannya : 
• Bclanja Pcgawai : 

o Pengelola Kegiatan : Rp. 1 .Juta 
o Panitia lelang : Rp. 1 Juta 
o Pnrritiu Perneriksa Barang : Rp. l Juta 

• Bchrnjii Pcgiiwai : 
• Pengelola kegiatan Hp. 1.uuu.uuu. Panltia lelang Rp.1.000.000~ Parritia 

Pemeriksa Barang Rp.1.000.000, ATK Rp.500.000, Pcrjalanan dalam 
rnemperoleh aset Hp. 750.000, Modal Rp.40.000.000. 

• Maka Nilai Perolehan Aset 
Rp. l .OU0.000 + Rp.1.000.000 + Rp.1.000.000 + Rp.500.000 + 
Rp. 750.000 1 Rp.40.000.000 

;;; Rp.44,250.000,- 

65. Pcnyajian aset me.nunjukkan rrilai perolehari yang wajar yang perlu 
diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut : 
a) DPA SKPD yang dalam pcnganggar .. an kcgiatannya dalarn rrrnglen hunya 

untuk mernperoleh aset berwuiud maka 1:S'.JLLruh rincian / komponcn 
belnnjn pegawai/ kepanitiaan clan bclanja barang dan j~~u1 di;.:11.T'ihu~ik;,;ir1 
secara keseluruhan pada belanja modal sehingga nilai pcrolchan Asct 
Tetap meliputi Belanja Pegawai [Kepanitiaan, Barang dan Jasa1 dan 
Belanja Modal itu scndiri], Sebagai contoh Penerapannya : 

2) Secara Swakelola berupa biaya langsung dan tidak langBung srunpal 
aiap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa 
peralatan, biaya perencenaan dan pengawasan, blaya perizinun dun 
jasa konsultan, 
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d) Bila dalam DPA terdiri dari bermacam Bclanja kegiatan terrnasuk 
didalamnya terdapat belanja modal maka biaya yang dapat diatribusikan 
dan dialokasikan pada belanja modal adalah kornponen/ rincian yang 

per unit 3 

• Belanja Barang dan Jasa = Rp. 1 .250.000 ~ 416.667 
3 

Biaya Perolehan per kendaraan : 
- Rp. 105.000.000 + Rp.1 .Juta + Rp.416.G67 - Rp.36.41 fi.(>67 

Malm hurga pcrotehan Sepeda mufnr i-;~bngai berlkut.: 
• Belanja Pcgawai • Rp.~ Juta = Rp. l .Juta 

J 

: Rp.105.000.000 
• Belanja Moda I : 

o Kendaraan Berrnotor 3 buah 

: Rp.0,5 Juto. 
: Rp.0,75 .Juta 

• Belanja Barang dan .Iasa : 
o ATK 
o Perjalannn 

: Rp.l ,h1t€1. 
: Rp. l Juta 
: Rp.l Juta 

c) DPA SKPD yang dulam pcngajuan kegiatannyn sebagaimana point a) 
namun biaya modalnya sejenis dan dengan harga pembelian yang sama 
maka biaya perolehan dilakukan dengan mernbagi secara Joint Cost 
secara proposional. Sebagai contoh penerapannya: 
• Belanja Pcgawni ; 

o Perigelola Keglatan 
o Pan i tia lelang 
o Pani tia Pemeriksa Barang 

Nilai Perolehan Kendaraan Bermotor = 
Rp.1.714.285 + Rp.714.285 + Rp.20.000.000 - Rp.22.428.570 

= Rp.714.285 

• Kenduruun Bcrmotor: 
Belanja Pegawai = Rp.~ .Jutn x 2.Q.....luta - Rp. l , 714.285 

35 Juta 
Belnnja BarJ:1.ng dan .Jaea = Rp. l )25 .Juta x 20 Juta 

35 Juta 

Bclanja Barang dan .Jaaa = Rp.1,25 .Juta x 15 Jutu 
35 Juta 

= l<p.5:~5.714 
Nilui Perolchan Komputer - 
Rp.1.285.71'1 + Rp.535.714 + Rp.lS.000.UUU ~ Rp.16.821.428 
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Perhitungan : 
0 Komputer = Rp.2 Juta x 15 Juta x 100 % = Rp.857.143 

35 .Itrta 
Nilai Perolchan Kornpurer - Rp.15 ,J1Jt·~~ + Rp.8tf7.143 

= Rp.15.857.1'1~ 

Dengan dernikian, biaya Barang dan .Jasa yang tidak dapat 
diidentifikasikan secara jelas maka Biaya Barang dan .Jasa diasurnsikan 
merupakan Biaya Bintek. Namuri upabila dalarn DPA dapat 
diidentiflkasi belanja per kegiatan maka biaya-biaya tersebut 
diatribusikan seauai dcngan jenis kegiatan 

: Rp.1 S ,Jut~ 
: H,p.20 ,Juta 

Rp.35 Juta 

: Rp.l Juto 
: Rp. l Juta 

Rp.2 Juta 

Delanja Modal 
- Komputer 
- Kcndaraan Bermotor 

C:=:ira I. 
Bel_anja Pegawai 
- Parritia lelang 
- Panitia Perneriksa Barang 

Cara Perhitungannya sebugui berikut: 
• Mengidentifikaeikan belanja-bclanja yang langsung terkait dalam 

rangka perolchan Belanja Aset Bcrwujudj Modal 

.. Belanja Modal terdiri dari 2 macam: 
• Kornputer : Rp, 15 Juta 
• Kendaraan Berrnotor : Rp.20 Juta 

: Rp.0,5 Jute 
; Rp.10 Juta 
: Rp. 10 _Jut~ 

Rp.20,G JUl.i 

: Rp.2 .Iura 
: Rp.1 Juta 
: Rp.l ,Juta 

Rp.5 Juta 
- Belanja Barang dan Jasa: 
• ATK 
• Makan minum Bintck 
• Perjalunnn Dinas Bintck 

• Panitiu Rint~k 
• Panitia Ietang 
• Panitia Pemerikaa Barang 

berkaitan langsung dalam rangka mernperoleh bclanja modal. Scbagai 
contoh penerapannya: 
RKA terdiri dari 2 kegiatan yaitu Kcgiatan Bintek dan Kegiatan Belanja 
Modal, pada RKA rincia n belunjunya: 
- Belanja Pcgawai: 

• Pengelola Kegiatan : Rp. l Juta 



Biaya alribuai untuk Kendaraan 
= 20 x 100% x Rp.4.250.000 = Rp.2.428.571 
35 

Biaya Penyusutan Kornputer per tahun, misalnya UE ~ 5 Tahun 
"""'Rp.J;i ~Tula+ Rp.1.821.429 - Rp.3.364.286 

5 
Biaya Penyusutan Komputer per bulan 
= Rp.3.364.286 = Rp.280.357 

12 

Biaya atribuai urituk Komputer 
== lG x 100% x Rp.4.250.000 = Rp.1.821.429 

35 
Harga Perolehan Komputer 
= Rp.lG.000.000 + Rp. l.821.429 • Rp.16.821.429 

Belanja Pegawai dan Darang .Jasa 
= Rp. l .Juta + T .Jutu + 1 Juta + 015 Juta + O. 75 Juta - Rt).4. 250.000 

: Rp.O,:i .Iuta 
: Rp.0,75 .Jutu 
: Rp.35 Juta 
: Rp.15 Jula 
: Rp. 20 Juta 

- Belanja Barang dan Jasa 
o ATK 
o Perj alanan 

- Bclanja Modal 
t", Komputcr 
o Kcndaraan Berrnotor 

: Rp.1 .Iuta 
: Rp.1 .Juta 
: Rp.1 .ruta 

.. Bclanja Pegawai ; 
o Pengelola Kcgiatan 
o Panitia lclang 
o Panitia Pcrncrlksa Barang 

66. Penambahan biuyu yung diatribnalkan atau krapitnli!"4A.:~d nilai pcrolchan aset 
tetap bewujud sebagai dasar pcrbttungun penyusutan aset bersangkutan. 
Scbagai coritoh Penerapannya : 

e) Pengaturan inl terbatas pada perlakuan akuntansinya saja, sedangkan 
yang terkait dengan pro:-.;~:-.; penganggarannya disesuaikan dengun 
keten tuan penganggaran, 

o Kendaraan Bermotor = Rp.2 .Juta x 20 Juta x 100% 
35 Juta 

- Rp . .1. 141.857 
Nilai Perolehun Kendaraan Bermotor 
- Rp.20 Juta I Rp.1.142.8[;7 ~ Rp.?.1.142,857 

' I 
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70. kapitalisasi bclanja perneliharaan terhadap tanuh , jalan, irigasi dan 
jaringan tidak disertai dengan penambahan umur ekonornis sedangkan 
kapitalisasi belunju perneliharaan terhadap ;::tRtd tetup gedung <hm 
bungunan discrtai dengan pcnarnbahan umur ekonornis dengan kriterla 
dan tabel perhitungan sebagai berikut: 

69.Pengeluaran belanja pemeliharaan untuk mengernbalikan barang ke kondisi 
acnrula dicatat sebagal belanja pemelihuruun dalam bclanja barang dan 
jasn. Pemellharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi. Coritoh : pengecatan, 
perbalkan partisi. 

68. a. Pengeluaran-pcngeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal 
apabila mernerruhi semua kriteria berikut: 

1. pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efiaiensi; 
2. Pengeluaran-pengeluaran yang rnempcrpanjang umur aset; 
3. Pengeluaran-pcngeluaran y~ng meningkatkan ka pasitas atau mutu 
produksi; 

b. Pengelunran-pcngeluaran setelah perulchari yang dapat diakui sebagai 
nilai kapitalisasi hanya pada peliharaan tanah, gedung dan bangunan, 
jalan, irigasi dan jaringan 

PEMELIHARAAN UAN PERUBAHAN ASET TETAP 
67. Pengeluaran belanja untuk rchabilitasi dicatat scbagai belanja modal jika 

nilai satuarmyu mernenuhl batasan nilai Saluan kapitalisasi dan 
rnernberikan manfaat lcbih dari satu tahun, Belanja modal ini selanjutnya 
dikapitalisasi dan menarnbah nilai aset terkait di ncraca 

Biaya Pcnyuuutun Kendaraan per bulan 
- Rp.4.48~.:714 - Rp.373.810 

12 

Biaya Penyusutan Kendaraan per tahun 
= Rp.20 ,Jut.~+ Rp.2.481.571 = Rp.4.485.714 

5 

Harga Perolchan Kendaraa n 
~ Rp.20.000.000 + Rp.2.428.h'll ,... Rp.22.428.571 

' . 
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71. PcrhillHl~ttn penambahan trrrurr ekonomis scbagaimunu point 70 berlaku 
mulai pada perneliharaan tahun 20111 . 

72. Pengeluaran biuyu perneliharaan terhadap aaet tetap yang belurn ada 
nilainya (nilai Rp0,00) rnaka biaya pemeliharaan dilakukan kapitalisasi tapi 
tidak menarnbah umur ekonomis, 

73. Kapitalisasi biaya pernelihnrnan menambah umur ekonomis pada asct tctap 
gcdung dan bangunan, pcncntuan umur ekonomis kcmbali dihilung secara 
Joint Cost secara proporsional. ScLagui contoh Penerapannya ; 

M"H Pro1en.ta1e P11nKmbKhan 
Uraian Akutt Manfaat Renovasl/ M""" M1nfau.t 

(~11h11n) Ovtrl1v11l [tahun] 
A, Ban1unan~ Gedung 
--·-·-·· -· .. " ,.,_ ... --- ....... -- ··- a, Permanen 50 ..:'.25% 0 -- 

1. Bangun_rin Gedung 're~pat Kerja 25o/oS sd r.;50% 5 
,,. . ., ..... 

2. Bangunun Gedung Tcmpat Tingga; 50o/~ sd ,:;75% 10 
-·- ·- 

-:75% is 
. - . -------,-..-, .... ... ... ----'-----····-------- 

. .. 
b. Semi Permanen 25 -=25% 0 ·-- ... ·- 1. Bangunan Gedung Tempat Kcrja :l5o/~ sd ~so% 1 

2. Bangunan Gedung Tern pat Tinggal 50%:!:i sd -c75% 3 
...... -· 

~75% 7 
........ - - -····· , .. -- ··- ······--~ 

~--· - . -· ---- ., . ., ... ,.. ...... , 

c. Darurat 10 <25% u 
·-· , ...... ,,, ....... 
1. Dangunan Ur.nnng Tempat Kerja 25%~ sd -=50°/t> 1 

. -~ , ...... ~-- 
2. Bangunun Gedung 'I'cmpat Tinggal 50%!': sd .-::75% 2 

-·· ··- -·- --- ·-- 

~75'Yo 5 ..... ~·--- 
..,, .... . -- 

d. Bangunan Mcnara 20 <:.!5% 0 .. . _,, --·.,"" 

25o/~ ad -:50% 1 
······ -~- .. ... ........ 

50o/i;i:; sd <75% 3 
l__ __ • • • r ·- -~ 

>75% 4 
-·· --,...,. ---- 

B, Mon.um.en 20 <:25% 0 
·- 

1. Bangunan Bersejarah 25%:s sd <50% 1 
2. Tugu Peringatan 50%~ sd-::75% 3 

········ --- ,,,.,p•• 

3. Candi ~75% 4 
. ····-~ ~ . --- 

4. Mouuuien/Bangunan Her!lit!ji:iri:ih . ~·-· -- s. rugu Ti1 ik K1111I rr.11 Pasti 
-- ., .. ,... --·· . -···- 

6. Rarnbu-rambu 
·-· ......... - . ,,,.r_ 

7. Rambu-rambu Lalu Lintas Udara .. .. ·-- 

TABEL MA.SA MANFAAT DAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP 
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75. Pemindahtanganan aset yang ada konsekuenel kas teriadi karena nilai aset 
yang dipcrtukarkan tidak sama, Apabila terdapat konsckucnai kas '. dalarn 
pertukaran asct, perla.kuannya adalah sebagai berikut : · . 
a. Aset yang dipertukarkan dikeluarkan darl catatan sebesar rillai yanl 

tercatat dl neraca. . · .. .,., ·. 
1• 

• , r 

b. Aset yang diterimn dicatat scbcsar nilai yang tercatat di Neraca atas aset 
yang diserahkan ditamban nilai pasar yang wajar ataa asset .yang 
diterirna .: .. . 

I 

c. .Iika teriadi kelebihan pembayaran atas pcrtukaran tersebut .: rnaka 
dicatat sebagai pendapatan 

= 6.000.000.000 I 1s / 12 
= 27.777.777,77 

Penyusutan / bulan setelah pemeliharaan 

= 15Tahun 
• 15 + 3 = 18 Tahun 

Sisa umur ekonornis 
U ~ setelah perneliharaan 

ProRentase pemeliharaan ... (3.000.000.000/5.000.000.000) x 100% * 60% 
Berdasarkan tabel pcnambahan umur ekonomis, gedung teraebut termasuk 
kelornpok semi permanen dengan umur ekonomls 25 tahun sehingga 
dengan adanya pemellharaan aebesar o0% atau menurut tabel 50% ~ sd ..-: 
75% akan menarnbah urnur ekonomls selama 3 tahun. 
Dengan adanya penambahan umur ekonomis maka penghitungan 
penyusutan gedung yang baru sebagai berilrut: 
Nilai perolehan gedung = Rp5.000.000.000,00 
Akm. Penyusutan sd tahun ke-10 - {Rp2.000.00U,OOO.OQ) 
Nilai Buku (NB) = Rp3.000.000.000,00 
Biaya Pemelibaraan - BPa,000.000.000,00 
NB setelah pemeliharaan • Rp6.000.000.000,00 

Nilai Perolehan Aset Gedung ,.,... ~p5.00U.OOO.OOO,OO 
Umur Ek.onomis Gcdung • 25 Tahun 
Pada tahun ke-11 dilakukan pemeliharaan dengan biaya sebesar 
Rp3.000.000.000100, berapa penambahan umur ekonomts atas 
pemelihuruun gedung tersebut? 

..... '. 

PEMINDAHTANGANAN ASET 
74. Pemindahtangunun aset tctap tanpa konsekuensi kaa . adalah 

pernindahtanganan aset tetap pada pihak kctiga kurena suatu hal tanpa 
ada penggantian berupa kas. Pernmdahtanganan ini terjadi dalam hal 
terjadl pertukaran aset dengan pihak ketiga. Aset yang diterima dicatat 
sebesar nilai buku asct yang diserahkan atau sebesar nilai pasar yang 
wajar atas aset yang diterlma, maria yang lebih andal. 
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7S. Pemindahtanganan uset YA118 ada konsckuensi kas terjadl karcna nilai aset 
yang dipertukarkan tidak sama, Apabila terdapat konsekuensi kas dalan, 
pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut: 
a. Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang 

tcrcata! di neraca, 
b. Aset yang d lterirna dicatat sebssar rrilni yg_ng tcrcatat di Nernca Ata$ 1:1.$Ct 

yang diserahkan dlturnbah nilai pasar yHng waiar atas uaset yung 
diterima 

c. Jika terjadi kelebihan pembayaran atas pertukaran tersebut maka 
dicatat sebagai pendapatan 

PEMINDAHTANGANAN ASET 
74. Pcmindahtanganan aset tetap tanpa konsekuenst kas arlalah 

pemindnhtunganan asct tctap pada pihak ketiga kurenu suutu hal tanpa 
ada pcnggantian ber'upa kas, Pemindahtanganan ini terjadi dalam hal 
terjadi pertukaran aset dengan pihak ketiga. Aset yang diterima dicatat 
sebesar nilai buku aset yang diserahkan atau sebesar nilai pasar yang 
wajar atas aset yang diterima, mana yang lebih andal. 

= 6.000.000.000 I 18 / 12 
:a. 27.777.777,77 

Pcnyusutan / bulan setelah pemeliharuan 

15 'Iuhun 
- 1 !; ·t 3 = 18 Tahun 

Sisa umur ckonomis 
U .1£ setelah pcmclil raruun 

Proscntase perneliharaan - (3.000.000.000/5.000.000.000) x 100%) ~ 60% 
Bcrdasarkan tubel pennrnba han mmtr ckonomis. ~p:.lung tersebut termaank 
kd1.m1r,11.1k semi pcrmanen dengan umur ckunvrnis 25 tahun sehinggn 
dengan adanya pemcliharaan scbcsar 60% atau menurut tabel G0°/o s sd .r.: 

'l 5% akan menambah umur ekonomis sclama 3 tahun, 
Dcngan adanya periambahan umur ekonomis rnaka penghitungan 
penyusutan gedung yang baru sebagai berikut: 
Nilai perolchan gcdung - Rp5.000.000.ooo,oo 
Akm. Pe.n.yusut.nn sd tahun ke-10 - (Rp2.000,QQO,OOO.OO) 
Nilai Buku (NB) Rp~~.000.000.000,00 
Biaya Pemcl ihuruun - Rp3.000.000.000,00 
NB setel ah pemeliharaan Rp6.000.000.000100 

Nilai Perolehan Aset Gedung = Rp5.000.000.000100 
Umur Ekonomis Gcdung - 25 Tahun 
Pnda tnhun kc-11 dilakukan perneliharnan dengan !Jii:lyi:l scbcaar' 
Rp3.000.000.0001001 bcrapa penambahan umur ekunurnis ~L~~ 
pemcliharaan gedung tersebut? 

I O , . ·, 



Penilaian Kernbuli Aset Tetap ( Revaluation ) 
84. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak 

diperkenankan karena kebijakan akuntanei Pemcrintah Kota Semarang 
menganut penilaian ~8d berdasarkan biaya pcrolehan alau harga 
pertukaran. Penyimpangan dnri ketentuan ini rrrurrgkin dilakukan 

Pengukuran Berik ulrtya ( Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Aw3I 
83. Aset tetap disajlkan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut 

dikurangi akumufnsi penyusutan. Apabila 1.~r:ia.di kondisi yang 
memungkinkan pcnilaian kernbali, maka aset tetap ak ar: disujikan dengan 
penycauuian pada rnasing-masing akun asct tctap chm akun ekuitas. 

82. Krit~riH i m+uk mcmperoleh belanja modal scbagai berikut: 
a. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat 

ekonominya lebih dari satu pcriode akuntansi (lebih dari 12 bulan]; 
b. Perolehan barang tersebut untuk operusional dan pclayanan; 
c. Harang terscbut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; 
d. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunnnnny.F.1 Aki=.n 

rnembutuhkan belanja pemdilu~ruun. 

Relanja Modal 
81. Belanja modal adalah seluruh pengeluaran yang dilaksanakan sehubungan 

dengr-m pengadaan asct tetap. 

80, Aset tetap yang dihupunlcnn dikeluarkan dari ncraca sebesur nilai aset yang 
beraangkutan, yang tercatat di neraca, 

79. Penghapusan Aset Tetap milik daerah meliputi penghapusan dari daftar 
pcngguna dan/ a tau kuasa pengguna da n penghapusan dari daftar aset 
tetap milik daerah 

PENGHAPUSAN ASET TETAP 
78. Penghapusan Aset Tetap adalah tindakan menghapus nset tetnp daerah 

dari daftar aset tetap dengan menerbitlmn surat kcputusan dari pejabat 
berwenang untuk mernbebaskan pengguna dan/atau kuasa penggunu 
dan/ atau pengelola barang dad t.anggung jawab administraai clan fisik atas 
::J~c:t. tr.ta p ynnp, beruda dalam pcnguasaannya. 

77. Aset dalarn kerja HiHn:i pernanfaatan dicatat di Neraca clan diklasifikasikan 
Kel>u~11i n~et lainnya. Ketcntuan kerja sarna dimaksud diungkapkan dulurn 
Caratan atas Laporan Keuangan. 

PEMANFAATAN ASET TETAP 
76. Pernanfaatan aset dacrah dapnt h~r11pH kerja sama dcngan fihak k~tiga 

rnelalui p111Jam pakai, pcnyewaan, kerja sama pcmanfautan dan 
penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan. 

. ., 
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92. Adapun masa manfaat atau umur ekonomis scsuai daftar kelompok asset 
tetap dan rna sa manfaatnya yang akan diguriakan scbagai dasar 
perhiturigan biaya pcnyusutan asset tetap, diatur tcrscndiri dalarn 
Peraturan Walikota 

91. Penentuan masa manfaat dilakukan agar diperoleh obyektifitas di 
lingkungan Pernermtah Kata Semarang dilaksanakan olch Appraisal yang 
telnh dit.urijuk serta di dukung olch Instariei 1-rcrk::-1.it. 

90. Perbedaan masa manfaat dan Interrsifus pernanfaatan ini pcrlu dikctahul 
bcrkaitan untuk menetapkan metode penyusutan yang digunakan, 

Masa Manfaat/Umur Ekonomis 
89. Ukuran manfaat suatu aset sangat berbeda-bcda. Ada yang dapat diukur 

dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu 
kendarnan atau mesin, misalnya, sccara teknis dapat dilengkapi dengan 
kctcrangan dari produsen tentang potensi total .iarak yang dapat ditcrnpuh 
atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, tmit manfaat dari 
aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, rnisalnya relatif lebih tidak 
dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mcmpunyai unit 
manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah inclikalor 
peIIKganli seperti prukirnan potensi masa manfaat, 

88. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pcmcrintah Kota 
Semarang tidak memenuhi dt:fini:-ii ;.is~t tetap dan harus dipindahkan ke pos 
asct lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, 

87. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi 
dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pcnghcntian clan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposat; 
86. Suatu aset tetap dicliminasi dari neracu ketika dilepaskan atau bila asct 

seca rn permnnen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaa.t 
e kunumik di masa yang akan datang, 

85. Dalam hal 101 laporan keuangan harus mcnjelaaka n mengermi 
penyimpangan dari konsep biaya pcrnld1Hn di d:-11:'!m penyajian aset tetap 
scrta pengaruh penvimpangan tersebut terharlap c;.;t rnh:ff:H1 k~11:m1:-;un ... i.1.mtu 
entitas, Seli~ih ~ nt:=.t r:=.t II il:--1 i rHvr1l 11m~i cl en gun nilui tercntnt nset tetap 
dlbukuknn dnlnrn ekuitas, 

berdasarkan kctcntuan Pcmcrintah Kata Semarang yang berlaku sccara 
nasionul. 

I f t 
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96. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang 
didasarkan pada dokurnen : 
a) Untuk Pengadaan langsungberdasarkan pada kwitansi pembelian, 
b) lJntuk pengadaan rnelalui pemilihan atau lelsng umum berdasarkan 

pada '0AST dari penyedia barang/j~sa. . 
c) Untuk pengadaen secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia 

pelaksana, 
d) Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST deri 

pihak tersebut. 

95. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakAAm~·kan secara bulanan, dan 
. aset tetap dianggap berumur I bulan jika telah berumur lebih 15 hari sejak 
tangga1 perolehan 

94. Metode Penyusutan yang digunakan Pernerintnh Kota SemQfang adalah 
metode Oaris Lurus dengan rumusan : 
Penyusutan per periode = Nilai Per« . .!\~h~ l Pcnilai1,p 

· Masa Manfaat 

Penyusutan 
93. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan 

kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. 

Pengungknpan {\~et Tel~p 
97. Laporan keuangan harus mcngungkapkan untuk masing-masing jenis aset 

tetap sebagai berikut: 
a. Daaar pcnilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tcrcatat 

( carrying amount); 
b, Rckonailiasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

rnenunjukkan : 
1) Penambahan, 

I 

2) Pelepasan, 
· 3) Akumulasi penyusutan, 
4) Mutasi aset tetap lainnya. 

c. Informasi Penyusutan. meliputi : 
1) NHai penyusutan; 
2) Mctode penyusutan yang digunakan; 
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir 

periode. 

4 I ~ .. 


